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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan  rumusan  masalah  penulisan  dan  analisis  penelitian  ini, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan sebagai akibat 
penambangan batu kapur tanpa izin di Kabupaten Gunungkidul belum 
dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Penegakan hukum belum dapat  dilakukan secara maksimal  yang 
disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan sebagai berikut :
a. Terbatasnya sosialisasi peraturan maupun perundang-undangan 
dari  pemerintah  kepada  rakyat  sehingga  masyarakat  kurang 
memahami  pentingnya  suatu  perizinan  di  bidang 
pertambangan, disamping itu tingkat pendidikan yang rata-rata 
relatif masih rendah menjadi sebuah kendala dalam melakukan 
sosialisasi.
b. Adanya  pemberian  izin  dari  instansi  yang  tidak  berwenang 
sehingga menyebabkan tumpang tindih pemberian izin.
c. Kurangnya  kontrol  oleh  pemerintah  daerah  dikarenakan 
keterbatasan  personilnya  sehingga  keberadaan  pertambangan 
tanpa izin terus berlangsung.
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3. Kurangnya  sosialisasi  mengenai  cara  teknis  penambangan  yang 
baik dan benar agar tidak merusak lingkungan dan habitat di sekitar 
wilayah tambang.
B. SARAN 
Di akhir penulisan ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut 
:
1. Sosialisasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul  No.  11 
Tahun 2003 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian kepada aparat 
pemerintah  desa  maupun  aparat  yang  terkait  dengan  kewenangan 
memberikan izin.
2. Sosialisasi  kepada  masyarakat  akan pentingnya sebuah perizinan 
bagi  setiap  pengusahaan  pertambangan  (khususnya  batu  kapur)  dan 
tata cara (prosedur) pengurusan izin tersebut, termasuk besarnya biaya 
yang diperlukan dalam mengurus izin.
3. Memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat  di  sekitar  wilayah 
tambang mengenai dampak perusakan lingkungan yang terjadi akibat 
penambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan teknis penambangan 
yang baik.
4. Membuka lapangan pekerjaan baru di sektor lain tidak hanya dari 
tambang  batu  kapur  yang  dapat  menampung  sesuai  dengan  tingkat 
pendidikan dan keahlian mereka.
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5. Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam menjalankan penegakan 
peraturan  daerah  apabila  ada  penambang  yang  melakukan  kegiatan 
pertambangan secara illegal, terutama pada pemberian sanksi.  
6. Dibuatnya  peraturan  pelaksana  yang  khusus  mengatur 
penambangan di bukit kapur.
7. Perlu  dibentuk  suatu  badan  khusus  yang  bertugas  mengawasi 
proses penambangan.
8. Agar  penghasilan  yang  didapat  lebih  tinggi  dan  kegiatan 
penambangan tidak dilakukan secara terus-menerus,  maka sebaiknya 
hasil  dari  penambangan  itu  diolah  menjadi  barang  jadi  sehingga 
memperoleh  hasil  yang lebih  banyak  dibandingkan dengan menjual 
batu kapur setengah jadi.
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